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MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
LEVEL 4, LEVEL 3, LEVEL 2, DAN LEVEL 1 SERTA MENGOPTIMALKAN
POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA
DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH SUMATERA, NUSA TENGGARA,
KALIMANTAN, SULAWESI, MALUKU, DAN PAPUA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti arahan  Presiden Republik  Indonesin  yang
menginstruksikan agar melaksanakan Pemberfakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarnkat (PPKM) Level 4 (empat), Level 3 (tign), Level 2 (dun), dan Level
(satu) Covona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara,
Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua sesuai dengan kriteria Jevel situasi
pandemi berdasarkan asesmen olehh Kementerian Keschatan serta lebily
mengoptimalkan Pos Komamdo (Posko) Penanganan COVID-19 di tingkat Desa
dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID- 19, berkenaan dengan
hal terscbut diinstruksikan:

Kepada : 1. Gubernur; dan
2. Bupati/Wali kota,

Untuk 3

KESATU : Khusus Kepada:

a. Gubemur Acch dan Bupat/Wali kota untuk

wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;

i) Level 1 (saru} yaitu Kabupaten Aceh Tenggara,
Kabupaten Aceh Utara, dan Kota Subulussalam;

2)Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Aceh Selatan,
Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Singkil,
Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Barm
Daya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan
Raya, Kabupaten Acch Tamiang, Kabupaten
Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya, Kota
Sabang, Kota Lhokseumawe, dan Kota Langsa;

3)Level 3 (tiga) waitu Kabupaten Acch Timur,
Kabupaten Acch Tengah, Kabupaten Aceh Besar,
Kabupaten Simeulue, Kabupaten Gayo Lues, dan
Kota Banda Aceh; dan
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4) Level 4 (empat) yaitu Kabupaten Pidie,

b, Gubernur Sumatera Utara dan Bupati/Wali kota

c.

untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan knteria;

1) Eevel 1 (satu) yaitu Kabupaten Deli Serdang,
Kabupaten Nias Barat, Kota Sibolga, dan Kota
Tebing Tinggi;

2) Level 2 {dua) yaitu Kabupaten Tapanul Tengah,
Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli
Selatan, Kabupaten Nias, Kabupaten Langkat,
Kabupaten Karo, Kabupaten Simalungun,
Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu,
Kabupaten Daini, Kabupaten Toba Samosir,
Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias
Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten
Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir,
Kabupaten Serdang Bedagai, Knbupaten Batu
Bara, Kabupaten Padang Lawas Utara,
Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten
Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu
Utara, Kabupaten Nias Utara, Kota Medan, Kota
Pematangsiantar, Kota Tanjung Balai, dan Kota
Gunungsitoli; dan

3) Level 3 (tign) yaitu Kota Binjai dan Kota Padang
Sidempuan,

Gubernur Sumatera Barat dan Bupati/Wali kota

untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;

1) Level 2 dua) u Kabupaten Pesisir Selatan,
Kabupaten , Kabupaten  Sjunjung.
Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang
Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima
Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten
Kepulauan Mentawai, Kabupaten Dharmasraya,
Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok, Kota
Payakumbuh, dan Kota Pariaman;

2) level 3 (uga) yaitu Kabupaten Pasaman Barat,
Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, dan
Kota Bukittinggs; dan

3) Level 4 (empat) yaitu Kota

Gubernur Riau dan Bupati/Wali kota untuk

wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 2

(dua) yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten

Indragin Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten

Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten

Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten

Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten

wepulavan Meranti, Kota Pekanbany, dan Kota

. Gubermur Jambi dan Bupati/Walk kota untuk

wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;

1) Level 1 (satu) yanu Kabupaten Merangin dan
Kota Sungai Penuh; dan
Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten
Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat,
Kabupaten Tanjung Jabung Timur,




KEDUA

z. Gubemur Papua dan Bupati/Walikota untuk
wilayah Kabupaten/Kota dengan kniteria;

1) Level 1 {satu) yaatu Kabupaten Sarmi, Kabupaten
Pegunungan Bintang, Kabupaten Waropen,
Kabupaten  Asmat,  Kabupaten  Supion,
Kabupaten Mamberamo Raya, dan Kabupaten
Mamberamo Tenganh;

2)Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Merauke,
Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Jayapura,
Kabupaten Nabire, Kabupaten Kepulauan Yapen,
Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Puncak
Jaya, Kabupaten Panini, Kabupaten Mimika,
Kabupaten Keerom, Kabupaten Yahukimo,
Kabupaten  Tolikara, Kabupaten  Mappi,
Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya,
Kabupaten  Nduga, Kabupaten  Puncak,
Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya,
Kabupaten Deiyas, dan Kota Jayapura; dan

3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Boven Digoel,

an, Gubernur Papua Barat dan Bupati/Walikota untuk
wilayah Kabupaten/Kota dengan kritena;

1)Level 1 {sawma) yaitu Kabupaten Raja Ampat,
Kabupaten Kaimana, Kabupaten Tambrauw,
Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Manokwari
Selatan;

2)Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Manokwars,
Kabupaten Fak Fak, Kabupaten Sorong Selatan,
Kabupaten Teluk  Wondama, Kabupaten
Pegunungan Arfak, dan Kota Sorong; dan

3)Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Sorong dan
Kabupaten Teluk Bintuni.

¢ Penctapan level wilayah schagaimana dimaksud pada

Diktum KESATU berpedoman pada  Indikator

Penyesuaian  Upaya Keschatan Masyarakat dan

Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi

COVID-19 yang ditetapkan olch Menten Keschatan dan

ditambahkan dengan indikator capaian total vaksinas:

dosis 1 (satu) dan vaksinasi dosis 1 (satu) ianjut usia di

atas 60 (enam puluh) tahun dari target vaksinasi

dengan ketentuan sebagat berkut:

a. penurunan level Kabupaten /Kota dan level 3 (tiga)
menjadi  level 2 (dua), dengan capaian total
vaksinasi dosis 1 (satu) minimal sebesar 50% (Ema
puluh persen) dan capaian vaksinasi dosis 1 (satu)
lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun minimal
sebesar 40% (empat puluh persen);

b. penurunan level Knbupaten/Kota dari level 2 (dua)
menjadi level 1 (satu), dengan capaian total
vaksinasi dosis 1 (satu) minimal scbesar 70%
(tuyuh puluh persen) dan capaian vaksinasi dosis 1
(satu) lanjut usia di atas 60 {enam puluh] tahun
minimal sebesar 6076 (enam puluh persen); dan



KELIMABELAS ¢ Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
5 Oktober 2021 sampai dengan  tanggal
18 Oktober 2021.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2021
MENTERI DALAM NEGERI,

ud

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth :
Presiden Republik Indonesia;

Wakil Presiden Republik Indonesia;

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;

Menteri Koordinator Bidang Perckonomian;

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
Mentern: Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investass;

Menteri Sckretanis Negara;

Menteri Agama;

10, Menteri Keuangan;

11. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;

12, Menteri Keschatan;

13. Mentern Sosial:

14. Menterni Ketenagakerjaan;

15. Menteri Perindustrian;

16. Menteri Perdagangan;

17. Menten Perhubungan;

18. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

19. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
20. Menteri Badan Usaha Milik Negara;

21. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

22. Sckrewans Kabinet;

23. Panglima Tentara Nasional Indonesia;

24. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

25. Jaksa Agung Republik Indonesia;

26. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;

27. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

28. Gubernur Bank Indonesia;

29. Ketua Otoritas Jasa Keuangan;

30. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;

31. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Provinsi; dan

32. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten/Kota.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum, DA

VRN GN-




